PENGUMUMAN

/ PERATURAN PEMERINTAH

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN
KANTOR PERTANAHAN

(Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional |
Nomor 38 Tahun 2016, tanggal 2 Desember 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

i Menimbang :
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal

| 7 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang |
. Badan Pertanahan Nasional, serta memperhatikan

¢ Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2976.1/M.
PANRB/8/2016 perihal
' Wilayah dan Kantor Pertanahan di Lingkungan Badan

| Pertanahan Nasional (BPN), perlu menetapkan Per- |
aturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan |

. Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata
| Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan
| Kantor Pertanahan;

| Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang |

Kementerian Negara {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tamba-
han Lembaran Negara Republik indonesia Nomar
4316);

2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 ten-

-tang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lem- |

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 18);

3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 ten- |

tang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

' 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Na-
sional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 694);

Usulan Penataan Kantor |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTER! AGRARIA DAN TATA RU-
ANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

| TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR

WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN
KANTOR PERTANAHAN.

BAB |
KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 1

: (1} Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang

selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah in-
stansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ru-
ang/Badan Pertanahan Nasional di provinsi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasianal,

(2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2
Kantor Wilayah mempunyai tugas melak-
sanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan
Nasional dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyeleng-
garakan fungsi:

a. pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksa-
naan penyusunan rencana, program, dan ang-
garan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di
wilayahnya; :

b. pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksahaan



survei, pengukuran dan pemetaan, penetapan
hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan
masyarakat, penataan pertanahan, pengadaan
tanah, pengendalian pertanahan dan penanganan
sengketa dan perkara;

c. pengoordinasian penyelesaian
temuan hasil pengawasan;

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksa-
naan kegiatan pertanahan di Kantor Wilayah dan
Kantor Pertanahan; dan

e. pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unit organisasi Kantor Wilayah dan pengoordina-
sian tugas dan pembinaan administrasi pada Kan-
tor Pertanahan.

tindak lanjut

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

Kantor Wilayah terdiri atas:
Bagian Tata Usaha;
Bidang Infrastruktur Pertanahan;
Bidang Hubungan Hukum Pertanahan;
Bidang Penataan Pertanahan;
Bidang Pengadaan Tanah; dan
Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan.
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Bagian Ketiga
.Bagian Tata Usaha
Pasal 5
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melak-

sanakan pembinaan dan pemberian dukungan admin- |

istrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-

| maksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menye-
lenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan
anggaran, serta pelaporan;

b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelapo-

ran program strategis pertanahan;

c. pelaksanaan urusan 6rganisasi, ketatalaksanaan,
analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepega-
waian;

d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan refor-
masi birokrasi di Kantor Wilayah dan Kantor Per-
tanahan; -
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e. pengelolaan urusan keuangan dan administrasi
barang milik negara;

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tang-
ga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan
tayanan pengadaan; i

g. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelay-
anan pertanahan;

h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan

pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan |
perundang-undangan, dan penanganan pengad- I

uan masyarakat; dan

i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan :pelaksa- |

naan kegiatan pertanahan serta pengoordinasian
penyelesaian tindak lanjut temuan hasil penga-
wasan di Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

! Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
Subbagian Organisasi dan Kepegawaian;
Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
Subbagian Umum dan Informasi: dan

Kelompok Jabatan Fungsionai.

Pasal 8

(1} Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusu-
nan rencana, program, anggaran dan pelaporan,
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelapo-
ran program strategis pertanahan, dan kegiatan
pertanahan serta pengoordinasian penyelesaian
tindak lanjut temuan hasil pengawasan di Kantor
Wilayah dan Kantor Pertanahan.

(2} Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mem-
punyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan
urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis ja-

batan, dan pengelolaan urusan kepegawaian

serta pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan
reformasi birokrasi di Kantor Wilayah dan Kantor
Pertanahan.

(3) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara
mempunyai tugas melakukan penyiapan penge-
lolaan urusan keuangan dan administrasi barang
milik negara.

{4) Subbagian Umum dan Informasi mempunyai tu-

gas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan |

ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perleng-
kapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan,

Business Mews $94471%-1-2077

45



46

pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelay-
anan pertanahan, pelaksanaan urusan hubungan
masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi
hukum, peraturan perundang-undangan, dan pen-
anganan pengaduan masyarakat.

Bagian Keempat
Bidang Infrastruktur Pertanahan
Pasal 9

Bidang Infrastruktur Pertanahan mempunyai
tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan,
dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar,
pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan
pemetaan tematik.

Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 9, Bidang Infrastruktur Pertana- |

han menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar;

b. pelaksanaan pengukuran batas administrasi, ka-
wasan dan wilayah tertentu;

c. pelaksanaan, koordinasi dan pernbinaan tenaga
teknis, surveyor, dan petugas survei dan pemeta-
an tematik pada Kantor Pertanahan di wilayahn-
ya;

d. pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran per-
alatan teknis serta teknologi pengukuran dan
pemetaan;

e. pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadas-
tral nasional di wilayahnya;

f. pelaksanaan, koordinasi dan pengelolaan basis
data geospasial pertanahan dan Komputerisasi
Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial;

g.. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadas-
tral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan
informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;

h. pelaksanaan survei dan pemetaan tematik perta-
nahan, perbatasan, dan wilayah tertentu; dan

i. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
infrastruktur pertanahan.

Pasal 11
Bidang Infrastruktur Pertanahan terdiri atas:
a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar;
b. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;

-c. Seksi Survei dan Pemetaan Tematik; dan

e e e e

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

{1} Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar mempu-
nyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbin-
gan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan
pengukuran dan pemetaan dasar, pelaksanaan
pengukuran batas administrasi, kawasan dan
wilayah tertentu, pelaksanaan, koordinasi dan |
pembinaan tenaga teknis dan surveyor pada Kan-
tor Pertanahan di wilayahnya, pelaksanaan pen- -
gelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta :
teknologi pengukuran dan pemetaan, pelaksa-
naan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasi-
onal di wilayahnya, pelaksanaan, koordinasi dan
pengelolaan basis data geospasial pertanahan
dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis |
data spasial, serta evaluasi dan pelaporan. :
Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral mem- .
punyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbin-
gan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan
pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan |
serta pengelolaan basis data dan informasi batas
bidang tanah, ruang dan perairan, serta evaluasi 5
dan pelaporan.

Seksi Survei dan Pemetaan Tematik mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan tek-
nis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan survei |
dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan
dan wilayah tertentu, dan pelaksanaan, koordi- |
nasi dan pembinaan tenaga teknis dan petugas
survei dan pemetaan ternatik pada Kantor Perta-
nahan di wilayahnya, serta evaluasi dan pelapo-
ran.

(2)

(3)

Bagian Kelima
Bidang Hubungan Hukum Pertanahan
Pasal 13

Bidang Hubungan Hukum Pertanahan mem-
punyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pem-
binaan, dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan
pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran
hak tanah, dan pemeliharaan data hak tanah serta |

| pembinaan PPAT.

Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di- -
maksud Pasal 13, Bidang Hubungan Hukum Pertana- |
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han menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjan-
gan, dan penetapan kembali hak perseorangan
dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang
dan hak komunal; :

| b. penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan
hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta
penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas mi-
lik Belanda, dan bekas tanah asing lainnya;

c. penyiapan bahan penunjukan badan hukum ter-
tentu yang dapat mempunyai hak milik;

d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah
hak perseorangan dan badan hukum swasta, ser-
ta hak atas ruang;

e. pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah ma-

_ syarakat;

f. penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerin-
tah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;

g. pelaksanaan pengembangan dan diseminasi mod-
el pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;

h. pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak
atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun,
hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf,

hak atas tanah badan sosial/lkeagamaan dan pen- :

catatan pembatalan hak serta hapusnya hak;

i. pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ru-
ang, hak milik atas satuan rumah susun, hak
pengelolaan,tanah wakaf, dan pemberian izin
peralihan hak, pelepasan hak, perubahan peng-
gunaan dan perubahan pemanfaatan/ komoditas,
peralihan saham, pengembangan dan pembinaan
PPAT;

! j. pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Kom-

puterisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data

yuridis; dan

| k. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

hubungan hukum pertanahan. '

Pasal 15
Bidang Hubungan Hukum Pertanahan terdiri atas:
| a. Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan
Hak Tanah Masyarakat;
b. Seksi Pendaftaran Hak Tanah;
| ¢. Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembi-
naan PPAT; dan ‘
| d. Kelompok Jabatan Fungsional.

{n

(2)

{3)

Pasal 16

Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberday-
aan Hak Tanah Masyarakat mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis,
koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian
penetapan, perpanjangan, dan penetapan kem-
bali hak persecrangan dan badan hukum swasta,

serta hak atas ruang dan hak komunal, penyiapan -
bahan pemberian izin ‘dan penetapan hak atas :
tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan
sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belan- |

da, dan bekas tanah asing lainnya, penyiapan
bahan penunjukan badan hukum tertentu yang

dapat mempunyai hak milik, pelaksanaan inven- |

tarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan
dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang,
pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah ma-
syarakat, penyiapan kerjasama dengan lembaga

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam |
rangka pemberdayaan hak atas tanah masyara- |
kat, pelaksanaan pengembangan dan diseminasi |

model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat,
serta evaluasi dan pelaporan.

Seksi Pendaftaran Hak Tanah mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis,
koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pendaft-
aran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik
atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak
tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan

sosial/lkeagamaan dan pencatatan pembatalan |

hak serta hapusnya hak, serta evaluasi dan pel-
aporan
Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembi-

naan PPAT mempunyai tugas melakukan penyia-
pan bahan bimbingan teknis, koordinasi, peman-

tauan, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan
ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak
péngelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin
peralihan hak, pelepasan hak, perubahan peng-

gunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, |

petalihan saham, pengembangan dan pembinaan

PPAT, pelaksanaan dan pengelolaan informasi |

dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis
data yuridis, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keenam
Bidang Penataan Pertanahan
Pasal 17
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Bidang Penataan Pertanahan mempunyai tu-

gas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan

__PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

Pasal 19

Bidang Penataan Pertanahan terdiri atas:

pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, dan a. Seksi Penatagunaan Tanah;
konsolidast tanah, serta penataan kawasan tertentu. b. Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah;
c. Seksi Penataan Kawasan Tertentu; dan
Pasal 18 d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 17, Bidang Penataan Pertanahan Pasal 20

menyelenggarakan fungsi: (1) Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas

a. pelaksanaan penyusunan persediaan tanah, melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis,
penetapan penggunaan dan pemanfaatan ta- koordinasi, pemantauan, pelaksanaan penyusu-
nah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan nan persediaan tanah, penetapan penggunaan
penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan
penatagunaan tanah, pemantauan dan evaluasi tanah, bimbingan dan penerbitan pertimbangan
perubahan penggunaan tanah, pengelolaan basis tkknis pertanahan dan penatagunaan tanah,
data dan sistem informasi geografi; pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan

b. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis tanah, pengelolaan basis data dan sistem infor-
data potensi dan data lahan pertanian pangan masi geografi, pelaksanaan inventarisasi dan pen-
berkelanjutan; gelolaan basis data potensi dan data lahan per-

c. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis tanian pangan berkelanjutan, serta evaluasi dan
data tanah obyek landreform, pengusulan pene- pelaporan.
tapan/penegasan tanah obyek landreform, penge- (2) Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah mempu-
luaran tanah dari obyek landreform, pendayagu- nyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbin-
naan tanah obyek landreform dan ganti kerugian gan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan
tanah obyek landreform; inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah

d. pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan obyek landreform, pengusulan penetapan/pen-
bersama atas tanah; egasan tanah obyek landreform, pengeluaran ta-

e. pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsoli- nah dari obyek landreform, pendayagunaan tanah
dasi tanah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, obyek landreform dan ganti kerugian tanah obyek
pengembangan desain, promosi, koordinasi dan landreform, pelaksanaan redistribusi tanah dan
kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan pemanfaatan bersama atas tanah, pelaksanaan |
partisipasi masyarakat; penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, ;:

f. pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengem-
evaluasi, penanganan permasalahan dan pelapo- bangan desain, promosi, koordinasi dan kerja
ran potensi obyek konsolidasi tanah dan konsoli- sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisi- |
dasi tanah; pasi masyarakat, pelaksanaan pemantauan dan

g. pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan, pengelolaan data, evaluasi, penanganan perma-
melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, pena- salahan dan pelaporan potensi obyek konsolidasi
taan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan tanah dan konsclidasi tanah, serta evaluasi dan
lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerin- pelaporan.
tah, penyusunan pertimbangan teknis pertana- (3) Seksi Penataan Kawasan Tertentu mempunyai
han, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan
basis data pemanfaatan kawasan di wilayah pe- teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan |
sisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan ter- penataan pemanfaatan kawasan, melaksanakan
tentu; dan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengenda-

h. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, lian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemer-
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di intah dan lembaga non pemerintah, penyusunan
bidang penataan pertanahan. pertimbangan teknis pertanahan, pemantauan
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. melaksanakan pengoordinasian,

dan evaluasi, serta pengelolaan basis data peman-
faatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil,
perbatasan dan kawasan tertentu, serta evaluasi
dan pelaporan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengadaan Tanah
Pasal 21
Bidang Pengadaan Tanah mempunyai tugas
pembinaan,
pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerintah, bina

dan

| pengadaan dan penetapan tanah pemerintah, serta

| a. pelaksanaan

penilaian tanah.

Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 21, Bidang Pengadaan Tanah
menyelenggarakan fungsi: |
pemberian perizinan kerjasama
pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan
perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemer-
intah, pemberian rekomendasi pencatatan pera-
lihan dan penghapusan tanah pemerintah serta
pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran
perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemer-
intah;

.~ b. pembinaan perencanaan dan persiapan pen-

gadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah
pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan ta-
nah;

| ¢. pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin pera-

lihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama
pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hu-
kum pemerintah, dan badan usaha pemerintah;

d. pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan
properti;

e. pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran, dan ker-
jasama pembuatan peta zona nilai tanah kabu-
paten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan
potensi sumberdaya agraria;

f. pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Kom-
puterisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data
.zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan;
dan

g. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang pengadaan tanah.

AN PEMERINTAH

Pasal 23

Bidang Pengadaan Tanah terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

"‘Seksi

Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah;

Bina Pengadaan dan Penetapan Tanzh
Pemerintah;

Seksi Penilaian Tanah; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24
Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah mempu-
nyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbin-
gan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan
pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan ta-
nah pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasa-
ma pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian
rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapu-
san tanah pemerintah serta pemberian rekomen-
dasi penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama
pemanfaatan tanah pemerintah, serta evaluasi
dan pelaporan.
Seksi Bina Pengadaan dan Penetapan Tanah
Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyia-
pan bahan bimbingan teknis, koardinasi, peman-
tauan, pembinaan perencanaan dan persiapan
pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah
pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan ta-
nah, pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin
peralihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasa-
ma pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan
hukum pemerintah, dan badan usaha pemerintah,
serta evaluasi dan pelaporan.
Seksi Penilaian Tanah mempunyai tugas melaku-
kan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordi-
nasi, pemantauan, pelaksanaan penilaian tanah,
bidang tanah dan properti, pelaksanaan pen-
gadaan, pemutakhiran, dan kerjasama pembua-
tan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta
zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumber
daya agraria, pelaksanaan dan pengelolaan infor-
masi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan ber-
basis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonami
kawasan, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedelapan
Bidang Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan
Pasal 25
Bidang Penanganan Masalah dan Pengenda-
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lian Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pen-
goordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penanga-
nan sengketa dan konflik pertanahan, penanganan
perkara pertanahan, serta pengendalian pertanahan.

Pasal 26
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 25, Bidang Penanganan Masalah
dan Pengendalian Pertanahan menyelenggarakan
fungsi:

a. pelaksanaan pencegahan,penanganan, dan peny-
elesaian sengketa/konflik pertanahan, serta anali-
sis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas
tanah;

b. pelaksanaan benan’ganan penyelesaian
perkara pertanahan, analisis dan penyiapan usu-
lan pembatalan hak atas tanah berdasarka'n putu-
san pengadilan atau hasil perdamaian;

c. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan
pemanfaatan pertanahan;

d. pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usu-
lan serta rekomendasi penertiban dan pendayagu-
naan tanah terlantar; dan U

e. pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang penanganan masa'lah dan pengendalian
pertanahan.

dan

Pasal 27
Bidang Penanganan Masalah dan Pengenda-
lian Pertanahan terdiri atas:
a. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
Seksi Penanganan Perkara Pertanahan;
Seksi Pengendalian Pertanahan; dan
Kelompck Jabatan Fungsional.

ERRET ler

Pasal 28

(1) Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan mempu-
nyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbin-
gan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan
pencegahan, penanganan, dan penyelesaian sen-
gketa/konflik pertanahan, serta analisis dan pe-
nyiapan usulan pembatalan hak atas tanah, serta
evaluasi dan pelaporan.

{2} Seksi Penanganan Perkara Pertanahan mempu-
nyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbin-
gan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan
penanganan dan penyelesaian perkara pertana-

han, analisis dan penyiapan usulan pembatalan
hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan
atau hasil perdamaian, serta evaluasi dan pelapo-
ran. ‘

(3) Seksi Pengendalian Pertanahan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis,
koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengenda-
ltan dan pemantauan pemanfaatan pertanahan,
pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usu-
tan serta rekomendasi penertiban dan pendayagu-
naan tanah terlantar, serta evaluasi dan pelapo-
ran..

BAB Il
KANTOR PERTANAHAN
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 29
{1} Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Ke-
menterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Perta-
nahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanah-
an Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional.
{2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 30
Kantor Pertanahan mempunyai tugas melak-
sanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan
Nasionai di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 30, Kantor Pertanahan meny-
elenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana, program, anggaran dan pel-
aporan;
b. pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
¢. pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran
tanah dan pemberdayaan masyarakat;
pelaksanaan penataan pertanahan;
pelaksanaan pengadaan tanah;
f. pelaksanaan pengendalian pertanahan dan pen- ;
anganan sengketa dan perkara pertanahan; dan
g. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertana-
han.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 32

Kantor Pertanahan terdiri atas:
Subbagian Tata Usaha;
Seksi Infrastruktur Pertanahan;
Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
Seksi Penataan Pertanahan;
Seksi Pengadaan Tanah; dan
Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan.

S a0 oo

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha
Pasal 33
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas

! melakukan pemberian dukungan administrasi kepada

| seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Pasal 34

i (1)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di- |
| maksud dalam Pasal 33, Subbagian Tata Usaha me-
nyelenggarakan fungsi: :
i a. penyusunan rencana, program dan anggaran, ser-

ta pelaporan;
b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelapo-
ran program strategis pertanahan;

| ¢. pelaksanaan urusan organisasi,.ketatalaksanaan,

analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepega-
waian;

d. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan refor-
masi birokrasi di Kantor Pertanahan;

e. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi
barang milik negara;

f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tang-
ga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan
layanan pengadaan;

g. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelay-
anan pertanahan; dan

h. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan

pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan |

perundang-undangan, dan penanganan pengad-
uan masyarakat.

Pasal 35

| Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

a. Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Urusan Umum dan Kepegawaian;

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

¢. Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 36
Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Peiaporan
mempunyai tugas melakukan penyiapan penyu-
sunan rencana, pragram dan anggaran, serta pel-
aporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan program strategis pertanahan.
Urusan Umum dan Kepegawaian mempunyai tu-
gas melakukan penyiapan peftaksanaan urusan
organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan
pengelolaan urusan kepegawaian, pengoordina-
sian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
di Kantor Pertanahan, pelaksanaan urusan ket-
atausahaan, rumah tangga, protokol, perlengka-
pan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan,
pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelay-
anan pertanahan, pelaksanaan urusan hubungan
masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi
hukum, peraturan perundang-undangan, dan pen-
anganan pengaduan masyarakat.
Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara mem-
punyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan
urusan keuangan dan administrasi barang milik
negara.

(2)

{3)

Bagian Keempat
Seksi Infrastruktur Pertanahan
Pasal 37

Seksi Infrastruktur Pertanahan mempunyai
tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan
pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan
pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tema-
tik.

Pasal 38
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 37, Seksi Infrastruktur Pertana-
han menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar;
b. pelaksanaan pengukuran batas administrasi, ka-
wasan dan wilayah tertentu;

[ c. pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor,

]
£

dan petugas survei dan pemetaan tematik;

d. pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran per-
alatan teknis serta teknologi pengukuran dan
pemetaan;
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pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadas-
tral nasional di wilayahnya;

pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospa-
sial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Per-
tanahan berbasis data spasial;

pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadas-
tral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan
informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;
pelaksanaan survei dan pemetaan tematik perta-
nahan, perbatasan dan wilayah tertentu; dan
pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi in-
frastruktur pertanahan.

Pasal 39

Seksi Infrastruktur Pertanahan terdiri atas:

a.

(1)

(2)

Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan

" Tematik;

Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;
dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan
Tematik mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan,
p')elaksanaan pengukuran dan pemetaan " dasar,
pelaksanaan pengukuran batas administrasi, ka-
wasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pembi-
naan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei
dan pemetaan tematik, pelaksanaan pengelolaan
dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknolo-
gi pengukuran dan pemetaan, pelaksanaan peme-
liharaan kerangka dasar kadastral nasional di
wilayahnya, pelaksanaan dan pengelolaan basis
data geospasial pertanahan dan Komputerisasi
Kegiatan Pertanahan berbasis data spasial, serta
pelaksanaan survei dan pemetaan tematik per-
tanahan, perbatasan dan wilayah tertentu, serta
evaluasi dan pelaporan.

Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
mempunyai tugas melakukan penyiapan ba-
han bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan,
pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadas-

tral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan

informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan,
serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kelima
Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
Pasal 41
Seksi Hubungan Hukum Pertanahan mempu-

nyai tugas melakukan pengoordinasian dan pelaksa-
naan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak
tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah dan peme-
liharaan data hak tanah serta pembinaan PPAT.

Pasal 42
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 41, Seksi Hubungan Hukum Per-
tanahan menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan
dan penetapan kembali hak perseorangan dan
badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan
hak komunal;

penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan
hak atas tanah badan sosial/lkeagamaan serta
penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas mi-
lik Belanda dan bekas tanah asing lainnya;
penyiapan bahan penunjukan badan hukum ter-
tentu yang dapat mempunyai hak milik;
pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah
hak perseorangan dan badan hukum swasta, ser-
ta hak atas ruang;

pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah ma-
syarakat;

penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerin-
tah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
pelaksanaan pengembangan dan diseminasi mod-
el pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak
atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun,
hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf,
hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pen-
catatan pembatalan hak serta hapusnya hak;
pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang,
hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelo-
laan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan
hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan
perubahan pemanfaatan/komoditas, pe}alihan sa-
ham, pengembangan dan pembinaqn PPAT;
pengelolaan informasi dan Komputerisasi Keg-
iatan Pertanahan berbasis data yuridis; dan
pelaksanaan bimbingan teknis,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi

koordinasi,
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hubungan hukum pertanahan.

Pasal 43

Seksi Hubungan Hukum Pertanahan terdiri atas:

a.

{n

(2)

(3)

Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberday-
aan Hak Tanah Masyarakat;

Subseksi Pendaftaran Hak Tanah;

Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pem-
binaan PPAT; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44
Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberday-
aan Hak Tanah Masyarakat mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis,

koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pemberian
penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali
hak perseorangan dan badan hukum swasta, ser-
ta hak atas ruang dan hak komunal, penyiapan

bahan pemberian izin dan penetapan hak atas |
| a.

tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan
sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda
dan bekas tanah asing lainnya, penyiapan bahan
penunjukan badan hukum tertentu yang dapat
mempunyai hak milik, pelaksanaan inventarisa-
si dan identifikasi tanah hak perseorangan dan
badan hukum swasta, hak atas ruang, pelaksa-
naan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat,
penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerin-
tah dan lembaga non pemerintah dalam rangka
pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, pelak-

sanaan pengembangan dan diseminasi model |
pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, serta |

evaluasi dan pelaporan.

Subseksi Pendaftaran Hak Tanah mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan
teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan
pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak
milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan,
hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah
badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembat-
alan hak serta hapusnya hak, serta evaluasi dan
pelaporan.

Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pem-
binaan PPAT mempunyai tugas melakukan peny-
iapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, peman-
tauan, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan
ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin
peralihan hak, pelepasan hak, perubahan peng-
gunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas,
peralihan saham, pengembangan dan pembinaan

PPAT, serta pengelolaan informasi dan Komput-

erisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis,
serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian .Keenam
Seksi Penataan Pertanahan
Pasal 45
Seksi Penataan Pertanahan mempunyai tugas

melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penata-
gunaan tanah dan kawasan tertentu, landreform dan
kensolidasi tanah,

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 45, Seksi Penataan Pertanahan
menyelenggarakan fungsi:

g.

pelaksanaan penyusunan persediaan tanah,
penetapan penggunaan dan pemanfaatan ta-
nah, neraca penatagunaan tanah, bimbingan dan
penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan
penatagunaan tanah, pemantauan dan evaluasi
perubahan penggunaan tanah, pengelolaan basis
data dan sistem informasi geografi;

pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis

data potensi dan data lahan pertanian pangan
berkelanjutan; .

pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis |

data tanah obyek landreform, pengusulan pene-
tapan/penegasan tanah obyek landreform, penge-
luaran tanah dari obyek landreform, pendayagu-
naan tanah obyek landreform dan ganti kerugian
tanah obyek landreform:

pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan

bersama atas tanah;
pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsoli-

dasi tanah, pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, :
pengembangan desain, promosi, koordinasi dan
kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan !

partisipasi masyarakat; :
pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan data,
evaluasi, penanganan permasalahan dan pelapo-

ran potensi obyek konsolidasi tanah dan konsoli- _

dasi tanah;
pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan,

Business Myws 894471112017

53



hé

__PENGUKUM

melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, pena-
taan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan
lembaga pemerintah dan nonpemaerintah, penyu-
sunan pertimbangan teknis pertanahan, peman-
tauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data
pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau
kecil, perbatasan dan kawasan tertentu; dan
pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi pe-
nataan pertanahan.

Pasal 47

Seksi Penataan Pertanahan terdiri atas:

a.

(1)

(2)

Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Ter-
tentu;

Subseksi Landreform dan Konsclidasi Tanah; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 48

Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan .

Tertentu mempunyai tugas melakukan penyia-
pan bahan bimbingan teknis, koordinasi, peman-
tauan, penyusunan persediaan tanah, penetapan
penggunaan dan pemanfaatan tanah, neraca
penatagunaan tanah, bimbingan dan penerbitan
pertimbangan teknis pertanahan dan penatagu-
naan tanah, pemantauan dan evaluasi peruba-
han penggunaan tanah, mengelola basis data
dan sistem informasi geografi, dan pelaksanaan
inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi
dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan,
melaksanakan penataan pemanfaatan kawasan,
melaksanakan inventarisasi, penyesuaian, pena-
taan, pengendalian, zonasi, kerjasama dengan
lembaga pemerintah dan nonpemerintah, penyu-
sunan pertimbangan teknis pertanahan, peman-
tauan dan evaluasi, serta pengelolaan basis data
pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau
kecil, perbatasan dan kawasan terteptu, serta
evaluasi dan pelaporan.

Subseksi Tanah
mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan
teknis, koordinasi, pemantauan,
inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah
obyek landreform, pengusulan penetapan/pen-
egasan tanah obyek landreform, pengeluaran ta-
nah dari obyek landreform, pendayagunaan tanah
obyek landreform dan ganti kerugian tanah obyek

Landreform dan Konsolidasi

pelaksanaan

landreform, serta redistribusi tanah dan peman-
faatan bersama atas tanah, dan penyusunan po-
tensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan so-
sialisasi, perencanaan, pengembangan desain, |
promosi, koordinasi dan kerja sama konsolidasi |
tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat,
pelaksanaan pemantauan dan pengeloiaan data,
evaluasi, penanganan permasalahan dan pelapo-
ran potensi obyek konsolidasi tanah dan konsoli-
dasi tanah, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Ketujuh
Seksi Pengadaan Tanah
Pasal 49
Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas |

melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan peman- '
faatan tanah pemerintah dan penilaian tanah, serta
fasilitasi pengadaan dan penetapan tanah pemerintah.

Pasal 50
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 49, Seksi Pengadaan Tanah me-

nyelenggarakan fungsi:
a.

g.

pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama
pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan .
perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemer-
intah, pemberian' rekomendasi pencatatan pera- |
lihan dan'penghapusan tanah pemerintah serta
pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran
perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemer-
intah;

fasilitasi perencanaan dan persiapan pengadaan
tanah, pelaksanaan pengadaan tanah- pemerin-
tah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah;
pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin pera-
lihan hak atau izin pelepasan hak dan kerjasama |
pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hu-
kum pemerintah dan badan usaha pemerintah; ;
pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan |
properti; '
pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran dan ker-
jasama pembuatan peta zona nilai tanah kabu-
paten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan
potensi sumber daya agraria;

pengelolaan informasi dan Komputerisasi Keg-
iatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah
dan zona nilai ekonomi kawasan; dan

pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi,
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pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi pen-
gadaan tanah.

Pasal 51
. Seksi Pengadaan Tanah terdiri atas:
a. Subseksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Pe-
nilaian Tanah;
b. Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Ta-
nah Pemerintah; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 52
Subseksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan
Penilaian Tanah mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi,
pemantauan, pelaksanaan pemberian perizinan
kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah, per-
panjangan perizinan kerjasama pemanfaatan
tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pen-

(1}

catatan peralihan dan penghapusan tanah pemer- |
intah serta pemberian rekomendasi penertiban |

pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan
tanah pemerintah, penilaian tanah, penilaian bi-
dang tanah dan properti, pengadaan, pembuatan
dan pemutakhiran peta zona nilai tanah kabu-
paten/kota, dan peta zona nilai ekonomi kawasan
dan potensi sumberdaya agraria pengelolaan in-
formasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan ber-
basis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi
kawasan, serta evaluasi dan pelaporan.

Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan
Tanah Pemerintah mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi,

(2)

pemantauan, fasilitasi perencanaan dan persia- |

pan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan
tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pen-
gadaan tanah, pelaksanaan penetapan hak atas
tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak
dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemer-
intah, badan hukum pemerintah dan badan usaha
pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedelapan
Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan
Pasal 53
Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengoordi-

7 PERATURAN PEMERINTAH

nasian dan pelaksanaan penanganan sengketa, kon-
flik dan perkara pertanahan, serta pengendalian per-

. tanahan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 53, Seksi Penanganan Masalah

dan Pengendalian Pertanahan menyelenggarakan
fungsi:

a. pelaksanaan pencegahan, penanganan dan peny-
elesaian sengketa/konflik pertanahan, serta anali-
sis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas
tanah;

b. pelaksanaan penanganan penyelesaian
perkara pertanahan, analisis dan penyiapan usu-
lan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putu-
san pengadilan atau hasil perdamaian;

c. pelaksanaan pengendalian dan
pemanfaatan pertanahan;

d. pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usu-
lan serta rekomendasi penertiban dan pendayagu-
naan tanah terlantar; dan

e, pelaksanaan bimbingan

dan

pemantauan

teknis, koordinasi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi pen- |

anganan masalah dan pengendalian pertanahan.

Pasal 55
Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan terdiri atas:-
a. Subseksi Penanganan Sengketa,
Perkara Pertanahan;
Subseksi Pengendalian Pertanahan; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

Konflik dan

Pasal 56

Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi,
pemantauan, pelaksanaan pencegahan, penan-
ganan dan penyelesaian sengketa/konflik dan
perkara pertanahan, serta analisis dan penyiapan
usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan
putusan pengadilan atau hasil perdamaian, serta
evaluasi dan pelaporan.

Subseksi Pengendalian Pertanahan mempunyai
tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis, koor-
dinasi, pemantauan, pelaksanaan pengendalian
dan pemantauan pemanfaatan pertanahan dan

(1)

(2)

2



36 |

pelaksanaan penelitian data dan pényiapan usu- |

lan serta rekomendasi penertiban dan pendayagu-
naan tanah terlantar, serta evaluasi dan pelapo-
ran.

BAB llI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal &7
Di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor
Pertanahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fung-

undangan.

Pasal 58
Kelompok jabatan fungsional mempuhyai tu-
gas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fung-
sional masing-masing berdasarkan ketentuan per-
aturan perundang-undangan.

Pasal 59
{1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 57, terbagi dalam berbagai

kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bi- I

dang keahliannya.

{2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional se-
bagaimana dimaksud pada ayéat (1) dikoordinasi-
kan oleh pejabat fuhgsional senior yang ditunjuk
oleh. Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor
Pertanahan.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebu-
tuhan dan beban kerja.

{4} Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 60 ]

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Na-
sional dan Kantor Pertanahan menyampaikan {aporan
kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional mengenai hasil pelaksanaan uru-
san pemerintahan di bidang pertanahan secara berka-
la atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 61
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

dan Kantor Pertanahan harus menyusun analisis be- |
ban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 62
Setiap unsur di lingkungan Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

| dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertana-

| han Nasional dan Kantor Pertanahan maupun dalam
sional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
| pun daerah.

hubungan antar instansi pemerintah baik pusat mau-

1

Pasal 63 |

Setiap pimpinan unit arganisasi harus mener-

apkan sistem pengendalian intern pemerintah di :

lingkungan masing-masing untuk mewujudkan ter-

laksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui

penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelapo-
ran kinerja yang terintegrasi.

Pasal 64
Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung

. jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan |

masing-masing dan memberikan bimbingan serta pe-
tunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 65 _

Setiap pimpinan unit organisasi wajib menga- :

wasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan

apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil lang-

kah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 66 :
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengi-
kuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab
kepada' atasan masingmasing dan menyampaikan

| laperan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 67
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan
unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pen-
gawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 68
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ma.
(2) Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Bagian, dan
Kepala Bidang, jabatan struktural eselon Ill.a atau
Jabatan Administrator.
Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi adalah ja-
batan struktural eselon IV.a atau Jabatan Penga-
was. -
(4) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi adalah ja-
: batan struktural eselon V.a atau Jabatan Pelak-
i sana.

! (3)

Pasal 69
(1) Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Perta-

nahan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri |

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertana-
han Nasional.

Pejabat struktural eselon Ill ke bawah dapat di-
angkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi
pelimpahan wewenang oleh Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

| (2)

BAB VI
i KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

I Nama dan wilayah kerja Kantor Wilayah

. Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan |
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang meru-

pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 71
Bagan Susunan Organisasi Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

. sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang meru- -

pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 72
Perubahan atas organisasi dan tata kerja dalam
Peraturan Menteri ini dilakukan setelah mendapat per-
setujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 73
: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
| seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang me-
| ;'nangku jaba"can di lingkungan Kantor Wilayah Badan

Kepala Kantor Wilayah adalah jabatan struktural
eselon Il.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Prata- |
| Pertanahan  Nasional Republik Indonesia Nomor 4

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan seb-
agaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan

Tahun 2006 tentang ‘Organisasi dan Tata Kerja Kan-
tor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor
Pertanahan, tetap berlaku beserta pejabatnya tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
ditetapkan dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan
Peraturan ini.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai bertaku,
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Repubilik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Na-
sional dan Kantor Pertanahan, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 75
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

| gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia. i
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ttd. .
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